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ABSTRAK/ABSTRACT 
 

 
Politik hukum pemilu yang hendak mewujudkan pemilu berintegritas lahir dari norma konstitusi, 
Pasal 23 E ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1924 
(UUD 1945). Asas pemilu jujur, adil, dan KPU yang mandiri menjadi pijakan konstitusional 
penyelenggaraan pemilu berintegritas, namun Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 
sebagai kaidah pemilu berintegritas tidak memberikan penjelasan asas-asas hukum pemilu yang 
diatur dalam konstitusi. Kelembagaan hukum penyelenggaraan pemilu berintegritas melalui sistem 
pemilu berintegritas melalui KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki kelemahan karena Bawaslu dan 
DKPP belum diatur dalam konstitusi sebagaimana KPU. Proses hukum pemilu berintegritas juga 
masih memiliki hambatan karena ketidakseragaman lembaga yang memiliki kewenangan penegak 
etika antara PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS yang tidak diselesaikan oleh DKPP dengan 
dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota 
KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu 
Kabupaten/Kota yang diselesaikan oleh DKPP. Arah pengembangan hukum pemilu berintegritas ke 
depan hendaknya diarahkan untuk; pertama, memberikan penjelasan makna setiap asas-asas hukum 
pemilu dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Pemilu. Kedua, DKPP dan Bawaslu hendaknya dipikirkan 
melalui kajian akademik untuk masuk menjadi bagian dari sistem pelaksanaan pemilu yang diatur  
juga keberadaan lembaganya dalam konstitusi. Ketiga, hendaknya diarahkan untuk membentuk 
perwakilan DKPP di daerah yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan pelanggaran etika 
oleh oleh PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. 
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Legal policy of electoral law that intends to create elections with integrity are born from constitutional norms, Article 
23 E paragraph (1) and paragraph (5) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The principle of honest, fair 
and independent Election Commission becomes a constitutional basis for holding elections with integrity, but Law 
Number 7 of 2017 concerning general Elections as a rule of election with integrity does not provide an explanation of 
the principles of election law in the constitution. The legal institutions for organizing elections with integrity through an 
electoral system with integrity through the commisiion of general election (KPU), General Election Overigh Body 
(Bawaslu) and have weaknesses because the Bawaslu and Honorary Board of Election Officer (DKPP) have not been 
regulated in the constitution like the commisiion of general election . Election legal process with integrity still has 
obstacles due to the unevenness of institutions that have ethical enforcement authority between PPK, PPS, KPPS, 
PPLN, KPPSLN and District Panwaslu members, Kelurahan / Village Panwaslu, LN Panwaslu, and TPS 
Supervisors that are not resolved by DKPP with alleged violations a code of ethics carried out by KPU members, 
Provincial KPU members, Regency / City KPU members, Bawaslu members, Provincial Bawaslu members and 
Regency / City Bawaslu members completed by DKPP. The direction of developing electoral law with future integrity 
should be directed to; first, provide an explanation of the meaning of each principle of electoral law in article 2 and 
article 3 of the electoral law. Secondly, DKPP and Bawaslu should be considered through academic studies to be 
included as part of the electoral implementation system which is regulated also by the existence of institutions in the 
constitution. Third, it should be directed to form representatives of DKPP in regions that have the authority to 
adjudicate alleged ethical violations by PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN and District Panwaslu members, 
Village / Village Panwaslu, LN Panwaslu, and TPS Supervisors. 
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A. PENDAHULUAN 

Pasal 22 E ayat (1) Undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) 
mendesain pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan  dengan prinsip “ langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Prinsip pemilu tersebut merujuk pada dua  subjek 
hukum yang berbeda, pemilih dan penyelenggara pemilu. Prinsip yang ditujukan kepada pemilih 
adalah “langsung, umum, bebas dan rahasia”. Prinsip “jujur dan adil” ditujukan kepada 
penyelenggara pemilu. Pemilu yang jujur dan adil sangat bergantung pada penyelenggara pemilu yang 
menjaga integritasnya agar tidak memihak kepada salah satu kontestan pemilu. 

Keberadaan pasal 22 E ayat (1) didukung oleh pasal 22 ayat (5) membentuk Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) yang diatribusikan memiliki status kelembagaan bersifat nasional, tetap, 
dan mandiri. Sifat nasional yang dimiliki KPU menunjukkan sifat KPU sebagai penyelenggara pemilu 
bersifat nasional dan memiliki perwakilan pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga PPK. 
Bersifat tetap mengukuhkan keberadaan KPU, KPUD provinsi dan KPUD Kab/kota bersifat tetap, 
tidak bersifat ad hoc sebagaimana sebelum perubahan UUD NRI 1945. Mandiri berkaitan dengan 
kedudukan KPU yang memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 
Kemandirian KPU berkorelasi dengan sikap independen dan imparsial tidak memihak kepada salah 
satu kontestan pemilu. Kemandirian KPU sangat bergantung pada sifat impartialitas dan integritas 
anggota KPU sebagai penyelenggara. 

Prinsip pemilu jujur ,adil dan mandiri dalam Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (5) di atas 
sebenarnya jika dilihat dari perspektif politik hukum adalah norma fundamental yang meletakkan 
prinsip dasar integritas penyelenggara pemilu. Prinsip inilah yang kemudian harus mewarnai norma 
hukum dibawahnya yang mengatur tentang integritas penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu 
yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mulai dari KPU,KPUD, 
PPK dan PPK dan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwas Kecamatan, sampai 
panwas TPS merupakan organisasi yang begitu besar dan melibatkan banyak orang yang kadang 
tidak dapat dijangkau oleh lembaga pengawas perilaku penyelenggara pemilu. Oleh karena itu 
diperlukan substansi hukum, proses hukum dan lembaga hukum yang mumpuni yang mampu 
mewujudkan pemilu berintegritas. 

Kerangka hukum pemilu untuk mewujudkan pemilu berintegritas memiliki kelemahan baik 
dari perspektif substansi hukum, kelembagaan hukum dan proses hukum. Undang-undang nomor 7 
tahun 2017 tentang pemilu dan Kode Etik penyelenggara pemilu dirasakan masih relatif kurang 
memadai sebagai prinsip dan kaidah hukum dibandingkan dengan tanggung jawab dan potensi 
pelanggaran hukum dan kode etik yang begitu besar. Kelembagaan hukum pemilu berintegritas 
seperti perwakilan daerah tidak begitu memadai dibandingkan dengan banyaknya kasus pelanggaran 
kode etik di daerah yang begitu banyak. Proses penegakkan hukum penyelenggara pemilu juga masih 
menyisakan masalah.  Misalnya apakah pelanggaran kode etik yang begitu serius cukup dikenakan 
sanksi etik atau sanksi pidana sekaligus sebagaimana kasus anggota KPU yang telah dijatuhi 
hukuman kode etik untuk diberhentikan dari divisi pelatihan padahal dalam perbuatan itu terdapat 
unsur tindak pidana korupsi didalamnya.   

 
B. REFLEKSI POLITIK HUKUM PEMILU BERINTEGRITAS DALAM KONSTITUSI  

Politik hukum pemilu berintegritas dimaksudkan sebagai kebijakan dasar yang diambil 
pemerintah mengenai visi,misi dan arah kebijakan hukum mengenai kemana hendak diwujudkan 
hukum pemilu berintegritas. Merujuk pada definisi tersebut maka politik hukum pemilu berintegritas  
sejalan dengan visi pemilu integritas yang ditentukan dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi 



sekaligus hukum dasar tertulis1. Maka menurut penulis  visi politik hukum tertulis tertuang dalam 
pasal 22 E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22 E ayat (5) “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu 
komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Menurut penulis ketentuan pasal 
22  E ayat (1) UUD NRI 1945 di atas tidak saja norma konstitusi tertulis, tetapi juga asas hukum 
penyelenggaraan pemilu sebagai instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dari kelima asas tersebut 
asas langsung, umum, bebas, rahasia, adalah asas hukum menjadi dasar teknis penyelenggaraan 
pemilu yang lebih ditujukan kepada warga Negara sebagai pemilih dalam melaksanakan hak memilih 
pejabat publik sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Asas “jujur dan adil” ditujukan kepada 
penyelenggara pemilu sebagai asas yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu dalam 
melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pesta demokrasi. 

Asas jujur dan adil dalam Pasal 22  E ayat (1) UUD NRI 1945 bila dibaca sistematis dalam 
konstitusi tidaklah berdiri sendiri melainkan didukung oleh pasal 22  E ayat (5) UUD NRI 1945. 
Untuk mendukung pelaksanaan  pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali harus didukung oleh sebuah komisi pemilihan umum  
sebagai penyelenggara pemilu  yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Frase “mandiri” dalam 
pasal 22  E ayat (1) UUD NRI 1945 menurut penulis adalah asas yang ditujukan kepada KPU 
sebagai penyelenggara dan pejabat penyelenggara pemilu yang terdiri dari anggota KPU, anggota 
KPU Provinsi, KPU Kabupaten /Kota, PPK,  PPS, PPLN,  KPPS; dan KPPSLN. Sayangnya, 
Badan Pengawas Pemilu sebagai pengawas penyelenggara pemilu tidak diatur dalam konstitusi, 
begitu juga dengan DKPP sebagai pengawas dan penegak etika penyelenggara pemilu tidak diatur 
dalam konstitusi, padahal keberadaanya begitu urgen jika menghendaki pemilu yang berintegritas.  
KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan satu sistem  kelembagaan dalam rangka mewujudkan pemilu 
berintegritas2.  

Politik hukum penyelenggaraan pemilu dalam konstitusi kemudian dituangkan dalam Pasal 2 
UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur asas penyelenggaraan pemilu “Pemilu 
dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Turunan asas 
penyelenggaraan pemilu diatur dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dalam Pasal 3 yang 
mengatur bahwa “ Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan 
Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus 
memenuhi prinsip:a. a.mandiri;b. jujur;c. adil;d. berkepastian hukum;e. tertib;f. terbuka;g. 
proporsional;h. profesional;i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien. Sayangnya penjelasan umum UU 
Pemilu tidak menjelaskan lebih lanjut apa makna dari asas-asas dan prinsip-prinsip hukum hukum 
pemilu tersebut. Absennya penjelasan asas dan prinsip hukum tersebut berpotensi pada tidak kondisi 
tidak sinkronnya ketentuan-ketentuan pasal-pasal lain dalam undang-undang pemilu juga berpotensi 
pada peraturan pelaksana UU pemilu seperti perturan KPU dan peraturan Bawaslu  dan Peraturan 
DKPP bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tersebut. Padahal konsistensi dan koherensi 
hukum pemilu menjadi sangat penting dan merupakan bagian instrumen mewujudkan pemilu 
berintegritas.  

Bila dikaji lebih dalam ketentuan pasal 2 frase “Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan 
Pemilu…” dalam UU Pemilu menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu adalah bagian penting dari 
sistem pemilu yang tidak mungkin pemilu dapat dilaksanakan dengan  langsung, umum, bebas, 

                                                           
1 Jimly Asshidiqie, Pengantar Hukum Tatanegara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 159 
2 Bagir manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 221. 



rahasia, jujur, dan adil tanpa didukung oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas. Dengan 
demikian penyelenggara pemilu dalam hukum pemilu adalah “jantungnya” hukum pemilu3. 

Sejalan dengan politik hukum pemilu berintegritas maka keberadaan undang-undang nomor 
7 tahun 2017 tentang pemilu sebagai hukum tertulis penyelenggaraan pemilu memiliki tujuan ; a. 
memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis,b. mewujudkan Pemilu yang adil dan 
berintegritas, c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, d. memberikan kepastian hukum 
dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan 
efisien. Merujuk pada tujuan ketiga dari UU pemilu yang hendak mewujudkan Pemilu yang adil dan 
berintegritas maka keberadaan undang-undang pemilu merupakan instrumen hukum yang 
dibutuhkan dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas sebagaimana diamanatkan konstitusi.  
 
C. HUKUM PEMILU BERINTEGRITAS DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU 

Tidak ada  kesepakatan akademik yang terbangun untuk mendefinisikan hukum karena pakar 
hukum bahkan orang awan sekalipun mendefinisikan hukum dengan perspektif yang berbeda. 
Menurut menurut Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum sebagai seperangkat asas, kaidah, 
lembaga serta proses untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan4. Berangkat dari definisi hukum 
menurut Mochtar Kusumatmadja di atas penulis hendak merefleksi hukum pemilu berintegritas 
dalam Undang-undang Pemilu. 

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang  pemilu adalah kodifikasi dari beberapa 
undang-undang yang mengatur tentang pemilu seperti undang-undang tentang pemilihan presiden 
dan wakil presiden, undang-undang pemilihan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan undang-
undang penyelenggara pemilu.5 Politik legislasi melalui kodifikasi undang-undang pemilu sektoral 
dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu dan memberikan kepastian 
hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu.6  

 Undang-undang Pemilu sebagai sub-sistem dari definisi komprhensif tentang hukum 
menurut Mochtar Kusumaatmadja7 di atas dalam undang-undang pemilu telah meletakkan asas-asas 
dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu.  Asas-asas penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari asas 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah norma hukum abstrak yang harus menjadi 
pijakan bagi lahirnya norma-norma hukum tentang pemilu. Undang-undang Pemilu ternyata tidak 
hanya meletakkan asas-asas hokum, tetapi juga metelakkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang 
harus diikuti penyelenggara pemilu yaitu asas mandiri, jujur, adil, berkepastianhukum, tertib, terbuka, 
proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien. Rupanya pembentuk undang-undang 
membedakan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu , walaupun secara 
terminologi asas dan prinsip adalah istilah yang mirip8. Pembedaan ini menurut penulis adalah 
penekanan pembentuk undang-undang tentang pentingnya asas hukum dalam penyelenggaraan 
pemilu yang menjadi landasan bagi penyelenggara pemilu baik dalam pembentukan regulasi yang 
lebih teknis maupun pada praktik penyelenggara pemilu. Inti dari asas dan prinsip hukum pemilu 
adalah pijakan hukum dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. 

                                                           
3 Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana 

Ilmu Populer,Jakarta, 2007, hlm.282 
 
4 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Jilid I, Alumni, Bandung, 2003,  
5 Sri Karyati, Gagasan Kodifikasi Undang-undangPemilu, Jurnal Hukum dan 

Etika,2016, 
6 Pasal 3 UU nomor 3 tahun 2017 tentang Pemilu 
7 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Pusat 

Studi Wawasan Nusantara bekerjasama dengan PT. Alumini, Bandung, 2006, hlm.13-14. 
8 Jimly Asshidiqie,Perihal Undang-undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 242. 



Sub-sistem kedua dari definisi hukum versi Mochtar Kusumaatmadja dikaitkan dengan 
hukum pemilu berintegritas adalah kaidah hukum. Yang dimaksud dengan kaidah hukum adalah 
norma hukum yang tertuang dalam pasal-pasal dalam undang-undang pemilu yang memberikan 
dasar bagi penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu integritas. Penulis mengidentifikasi 
kaidah hukum pemilu berintegritas dalam undang-undang pemilu dapat ditelusuri dengan mengkaji 
norma hukum yang ada dalam UU pemilu terkait dengan pengisian jabatan anggota penyelenggara 
pemilu, pemberhentian penyelenggara pemilu, kewenangan legislasi penyelenggara pemilu, 
keberadaan lembaga pengawas, lembaga penegak kode etik dan kehormatan penyelenggara pemilu.  

Persyaratan calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/kota menjadi relevan dibahas 
karena akan menentukan kemandirian, profesionalitas danintegritas penyelenggara pemilu. 
Penyelenggara pemilu yang berintegritas menjadi persyaratan hadirnya pemilu berintegritas. 
Persyaratan menjadi calon anggota KPU , anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kab/kota9 yang 
membutuhkan keahlian, integritas yang tinggi,profesionalitas, mandiri, dan tidak berpihak adalah 
upaya untuk mendapatkan calon anggota KPU yang baik sebagai penyelenggara pemilu yang mampu 
menghadirkan pemilu yang berintegritas. Begitu juga proses seleksi calon anggota KPU yang 
dilakukan oleh satu tim independen sehingga calon yang diperoleh betul-betul mumpuni dan mampu 
mewujudkan pemilu yangberinegritas10. Begitu juga anggota PPK, KPPS, KPPLN dll.  

Ketentuan lain yang menjadi norma pemilu berintegritas adalah ketentuan tentang alasan 
pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.  Pasal 37 mengatur  
kondisi pemberhentian antar waktu Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yaitu 
a. meninggal dunia,b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, dan kewajiban; 
atau c. diberhentikan dengan tidak hormat. Ketentuan yang menarik adalah ketentuan alasan 

                                                           
9 Pasal 21 UU pemilu mengatur persyaratan mempunyai integritas, berkepribadian 

yang kuat, jujur, dan adil, memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan 
Penyelenggaraan Pemilu,ketatanegaraan, dan kepartaian, berpendidikan paling rendah strata 

1 (S-1) untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan palingrendah sekolah menengah atas 

atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;berdomisili di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia bagi anggota KPU, di wilayahprovinsi yang bersangkutan bagi 

anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yangbersangkutan bagi anggota KPU 
Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, mampu secara jasmani, 

rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, mengundurkan diri dari keanggotaan 

partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;  

mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha 

milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon, bersedia 

mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan 
tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi,dan KPU 

Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan,tidak pernah dipidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 

lebih,bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan,bersedia tidak 
menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik 

negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih tidak berada 

dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu. 
10Keanggotan Tim seleksi anggota KPU teridiri dari unsur: a. 3 (tiga) orang unsur 

pemerintah; b. 4 (empat) orang unsur akademisi; dan c. 4 (empat) orang unsur masyarakat. 

Persyaratan Tim seleksi berdasarkan Pasal 22 ayat (3)  harus memenuhi persyaratan: a. 
memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;b. memiliki kredibilitas dan integritas; c. 

memahami permasalahan Pemilu; d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan 

seleksi; dan e. tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu. 



pemberhentian secara tidak hormat anggota KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.11 
Begitu juga bagi pemberhentian tidak hormat terhadap Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan 
KPPSLN12.Ketentuan yang menarik adalah ketentuan tentang melanggar sumpah/janji jabatan 
dan/atau kode etik.Keberadaan pelanggaran kode  etik sebagai dasar pemberhentian penyelenggara 
pemilu dari jabatannya. Pemberhentian karena pelanggaran kode etik adalah terobosan hukum yang 
memisahkan pelanggaran etik dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. 

Pembentukan hukum pemilu berintegritas tidak saja bersumber undang-undang pemilu 
tetapi juga bersumber dari peraturan pelaksana UU pemilu yang diamanatkan undang-undang pemilu 
untuk diatur dengan peraturan KPU, Peraturan Bawaslu dan Peraturan DKPP. Pasal 75 UU pemilu 
mengatur bahwa mengatur delegated legislation13 kepada KPU membentuk Peraturan KPU dan 
keputusan KPU sebagai instrumen hukum untuk menjalankan UU pemilu. Kepada Bawaslu pasal 
145 memberikan kewenangan untuk membuat peraturan Bawaslu sebagai pelaskana peraturan 
perundang-undangan di bidang pemilu. Pasal 155 ayat (1) UU pemilu juga mengatur kewenangan 
DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan 
kredibilitasanggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota 
Bawaslu,Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 
Kelurahan/Desa,Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Pasal 155 ayat (3) memberikan legitimasi 
terhadap kode etik yang dibuat DKPP  sebagai norma hukum yang bersifat mengikat dan wajib 
dipatuhi oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan 
KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. 

Dari sisi kelembagaan undang-undang pemilu mendesain kelembagaan  pemilu berintegritas 
melalui tiga lembaga yaitu KPU,Bawaslu dan DKPP.  Keberadaan KPU diakui oleh kontitusi sebagai 
penyelenggara Negara yang bersifat permanen dan mandiri. Bawaslu dibentuk melalui undang-
undang pemilu sebagai jawaban atas kebutuhan pengawasan pemilu dibentuk untuk membuat pemilu 
berintegritas. DKPP secara kelembagaan adalah lembaga yang dibentuk dengan undang-undang 
pemilu yang dihadirkan untuk melakukan penagawasan dan mengadili pelanggarankode etik 

                                                           
11 a. tidak lagi memenuhi syarat, sebagai anggota KPU, KPU. Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota;b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik,c. tidak dapat 

melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan 
yang sah,d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya,e. 

tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) 

kaliberturut-turut tanpa alasan yang jelas; atauf. melakukan perbuatan yang terbukti 

menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotadalam mengambil keputusan dan 
penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12 Pasal 74 (1) Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan dengan tidak 

hormat apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan 

KPPSLN; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;c. tidak dapat melaksanakan 

tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; d. dipidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya; e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas 

dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau f. melakukan perbuatan yang terbukti 

menghambat PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN dalam mengambil keputusan dan penetapan 

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 
13 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan, PT. Alumni, 

Bandung, 2008, hlm.72 



penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Pasal 155 ayat (1) mengatur bahwa  DKPP bersifat 
tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. Tugas utama dibentuknya DKPP adalah  untuk 
memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang 
dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota,anggota 
Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Walaupun pembentukan ketiga lembaga di atas didasarkan pada instrument hukum yang 
berbeda, namun dalam pembentukan hukum pemilu berintegritas ketiga lembaga di atas adalah satu  
sistem pelaksana pemilu berintegritas. Dalam pembentukan kode etik yang diamanahi kepada DKPP 
berdasarkan undang-undang pemilu harus dibuat bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Begitu 
juga dengan keanggotaan DKPP yang teridiri dari 7 (tujuh) orang , 1(satu) orang dari perwakilan 
KPU,1 (satu) orang perwakilan Bawaslu dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat. 

Secara kelembagaan memang ketiga kelembagaan ini memiliki hubungan fungsional dalam 
mewujudkan pemilu berintegritas, tetapi ketika oknum penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu 
melakukan dugaan pelanggaran kode etik pemilu maka DKPP berisfat mandiri dan imparsial dalam 
mengadili oknum penyelenggara dan pengawas pemilu. Pada sisi yang lain ketika DKPP 
mengeluarkan putusan maka menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengawasi pelaksnaan putusan 
DKPP dan menjadi kewajiban KPU untuk melaksanakan putusan DKPP14.       

Aspek terakhir dari sub sistem hukum pemilu berintegritas dalam kerangka undang-undang 
pemilu adalah proses (hukum acara) untuk mewujudkan norma hukum pemilu berintegritas dalam 
kenyataan. Unsur ini menjadi penting dari semua sub-sistem hukum karena menjadi instrumen 
hukum untuk mewujudkan pemilu berintegritas dalam kenyataan. Undang-undang pemilu mengatur 
hukum acara pemilu berintegritas dalam undang-undang pemilu maupun dalam peraturan DKPP. 
Untuk menjalankan fungsi tujuan pembentukan DKPP/fungsi utama  untuk memeriksa dan 
memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota 
KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota,anggota Bawaslu, anggota Bawaslu 
Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota maka Pasal 158 mengatur DKPP bersidang untuk 
melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota 
KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu,anggota Bawaslu Provinsi dan 
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada Pasal 158 ayat (2) mengantisipasi kemungkinan jika anggota 
DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik Penyelenggara 
Pemilu, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi majelis etik DKPP untuk pelanggaran yang 
diadukan tersebut. Undang-undang pemilu juga mengatur tugas, kewajiban, kewenangan DKPP. 

Pasal 159 mengatur tugas DKPP untuk a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya 
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan melakukan penyelidikan dan 
verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang 
dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Tugas DKPP kemudian dilengkapi oleh ketentuan tentang 
wewenang DKPP untuk a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran 
kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak 
lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain,c. 
memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan d. 
memutus pelanggaran kode etik. Disamping itu DKPP berkewajiban: a. menerapkan prinsip menjaga 
keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi; b. menegakkan kaidah atau norma etika yang 
berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang 
timbul untuk popularitas pribadi; dan d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk 
ditindaklanjuti. 
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Pembentuk undang-undang15 menyadari hal-hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
dan kewajiban DKPP tidak semua dapat diatur dalam UU pemilu maka undang-undang ini 
mendelegasikan pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara 
Pemilu, DKPP membentuk Peraturan DKPP dan menetapkan keputusan DKPP. Khusus 
kewenangan  membentuk Peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan 
Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. 

 
D. ARAH PENGEMBANGAN HUKUM PEMILU BERINTEGRITAS 

Politik hukum pembentukan hukum pemilu berintegritas yang diatur mulai dari konstitusi, 
UU pemilu , dan peraturan pelaksana dari penyelenggara pemilu (KPU), pengawas pemilu (Bawaslu), 
dan badan penegak kode etik pemilu (DKPP) yang dibangun dengan analisis pendekatan definisi 
hukum versi Mochtar Kusumatamdja memperlihatkan bahwa sistem hukum  pemilu berintegritas  
telah ada baik asas, kaidah, lembaga maupun proses. Namun unsur-unsur belum sempurna sebagai 
sebuah system oleh karena itu perlu penyempurnaan dalam rangka pengembangan hukum pemilu 
berintegritas. Menurut penulis ada beberapa hal yang perlu disempurnakan terkait pemilu 
berintegritas.16 

Pertama, asas hokum pemilu berintegritas. Walaupun asas hukum pemilu telah ada dalam 
konstitusi yang kemudian diturunkan dalam UU pemilu, namun asas-asas hukum tersebut tidak 
dapat dioperasional pada kaidah-kaidah hukum dibawahnya disebabkan asas-asas hukum tersebut 
tidak memiliki penjelasan makna setiap asas dalam penjelasan umum pemilu yang berdampak pada 
asas-asas hukum pemilu tersebut kadang bertentangan dengan undang-undang dibawahnya seperti 
peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pendaftaran calon anggota legislatif yang dibatalkan 
oleh MA. Oleh karena itu arah pengembangan hukum pemilu berintegritas ke depan harus diarahkan 
untuk memberikan penjelasan makna setiap asas-asas hukum pemilu dalam pasal 2 dan pasal 3 UU 
pemilu. 

Kedua, lembaga pelaksana pemilu berintegritas. Keberadaan lembaga pelaksana pemilu 
berintegritas KPU, Bawaslu, dan DKPP diatur dengan instrument hukum yang berbeda. KPU 
melalui pasal 23 UUD NRI 1945, Bawaslu melalui UU Pemilu, begitu juga DKPP yang 
menyebabkan ketiga lembaga ini secara konstitusional memiliki kedudukan yang tidak seimbang dan 
rawan dibubarkan, padahal dalam sistem penyelenggaraan pemilu ketiga lembaga ini adalah satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.  Dalam rangka pengembangan pemilu berintegritas ke depan 
DKPP dan Bawaslu hendaknya dipikirkan melalui kajian akademik untuk masuk menjadi bagian dari 
system pelaksanaan pemilu yang diatur  juga keberadaan lembaganya dalam konstitusi. 

Ketiga, proses atau hukum acara. Hukum acara pemilu berintegritas yang sebagian diatur 
dalam UU pemilu dan peraturan DKPP masih memiliki kelemahan terutama terkait dengan 
pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, PPLN, 
KPPSLN serta anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,Panwaslu LN, dan 
Pengawas TPS yang masih asben dilaksanakan oleh DKPP yang menyebabkan beda perlakuan antara 
anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu,anggota Bawaslu Provinsi 
dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang diadili oleh DKPP. Hendaknya  ke depan arah 
pengembangan hukum pemilu berintegritas diarahkan untuk membentuk perwakilan DKPP di 
daerah yang memiliki kewenangan untuk mengadili duagaan pelanggaran etika oleh oleh PPK, PPS, 
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dan bentuk-bentuk konstitusi di dunia, Nusamedia, Bandung, Cetakan kedua, 2008, hlm.87. 
16 Sri Soemantri M, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Rajawali, 

Jakarta, 1981, hlm.52 
 



KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,Panwaslu 
LN, dan Pengawas TPS. 

 
E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan analisis definisi hukum oleh Mochtar Kusumaatmadja politik hukum pemilu 
berintegritas dapat ditelusuri dari asas hukum,kaidah hukum, lembaga hukum dan proses hukum.   
Politik hukum pemilu yang hendak mewujudkan pemilu berintegritas lahir dari norma konstitusi, 
pasal 23 E ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI 1945. Asas pemilu jujur, adil, dan KPU yang mandiri 
menjadi pijakan konstitusional penyelenggaraan pemilu berintegritas. Namun undang-undang nomor 
7 tahun 2017 tentang pemilu sebagai kaidah pemilu berintegritas tidak memberikan penjelasan asas-
asas hukum pemilu dalam konstitusi. Kelembagaan hukum penyelenggaraan pemilu berintegritas 
melalui system pemilu berintegritas melalui KPU,Bawaslu dan DKPP memiliki kelemahan karena 
Bawaslu dan DKPP belum diatur dalam konstitusi sebagaimana KPU. Proses hukum pemilu 
berintegritas juga masih memiliki hambatan karena ketidakseragaman lembaga yang memiliki 
kewenangan penegak etika antara PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Panwaslu 
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,Panwaslu LN, dan Pengawas TPS yang tidak diselesaikan 
oleh DKPP dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU 
Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota,anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota 
Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselesaikan oleh DKPP. 

Arah pengembangan hukum pemilu berintegritas ke depan hendaknya diarahkan untuk 
pertama,memberikan penjelasan makna setiap asas-asas hukum pemilu dalam pasal 2 dan pasal 3 UU 
pemilu, kedua, DKPP dan Bawaslu hendaknya dikaji melalui kajian akademik yang mendalam untuk 
masuk menjadi bagian dari sistem penyelenggara pemilu yang diatur  juga keberadaan lembaganya 
dalam konstitusi dan ketiga, hendaknya diarahkan untuk membentuk perwakilan DKPP di daerah 
yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan pelanggaran etika oleh oleh PPK, PPS, KPPS, 
PPLN, KPPSLN serta anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,Panwaslu LN, dan 
Pengawas TPS. 
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